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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Salam silaturrahim teriring doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu 
senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas 
keseharian. Amin. 
 
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Diskusi Publik dengan tema 
“Fungsi Legislatif Dalam Tatanan Masyarakat” oleh PMII Rayon Hukum 
Komisariat Universitas Mulawarman, yang dilaksanakan pada : 
 
Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2022 
Waktu  : 19.00 WITA 
Tempat : Tco Coffee, Bangeris 
 
Maka, demi kelancaran dan suksesnya acara, kami memohon agar Bapak/ 
Ibu dapat memberikan izin terhadap perihal diatas. 
 
Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanyakami ucapkan 
terimakasih. 
 
Tangan Terkepal dan Maju ke Muka 
Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Samarinda, 29 Mei 2022 
Pengurus Rayon Hukum 
Komisariat Universitas Mulawarman 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Masa Khidmat 2022/2023 
Mengetahui, 
 
 
 
 
 

             Mario Imannuel                                                           Fhierly Shaqirah 
               Ketua Rayon                Sekretaris Rayon 
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Lampiran 
 

Diskusi Publik Rayon Hukum 
2022 

TERM OF REFERENCES 

Materi  

 
Tema  “Fungsi Legislatif dalam Tatanan Masyarakat” 

Pemateri 1. Syafruddin, S.Pd 
 
2. Setyo Utomo S.H.,M.Kn 
 

MC Sahabat Syahrur Ridho 

Moderator Sahabat Adi Jambia 

Latar Belakang Terdapat tiga lembaga utama di Indonesia yakni, 
Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang 
mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda antara  
satu dengan yang lainnya.Lembaga legislative  
merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai  
tugas serta wewenang membuat atau merumuskan  
UUD yang ada di sebuah negera. Selain itu, 
lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga  
legislator, yang mana jika di negara Indonesia 
lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan  
Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan  
Rakyat, dan MPR (Majelis Permusyawaratan  
Rakyat. 
 
Lembaga legislatif memiliki tugas membuat UUD , 
dan adapun contoh lembaga legislatif tersebut 
meliputi, DPD, DPR, dan MPR. Adaapun DPD atau 
Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, 
diantaranya yaitu mengajukan rancangan UUD yang 
memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta 
bertugas dalam mengawasi 
pelaksanaanya,memberi pertimbangan kepada 
kepala negara yaitu Presiden terkait RUU 
APBN,Memeriksa hasil keuangan negara dari pihak 
BPK,Memberi pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih BPK. DPR 
atau Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki beberapa 
tugas yaitu, Bertugas dalam memegang kekuasaan 
dalam hal pembentukan UUD,Memberikan  
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persetujuan kepada kepala negara yaitu Presiden 
terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah 
ditetepkan oleh Presiden sebelumnya sebagai ganti 
dari UU,Sebagai pemberi persetujuan kepada 
kepala negara, untuk menyatakan perang, 
berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk 
pembuatan perjanjian dengan negara lain,Sebagai 
pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang 
pengangkatan duta serta penempatan duta negara 
lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi, 
rancangan UU APBN,Memberi hasil pemeriksaan 
keuangan negara dari pihak BPK,Memilih langsung 
anggota BPK, Memberikan persetujuan kepada 
calon Hakim Agung yang sudah diluluskan oleh 
Komisi Yuridis, Memberikan persetujuan kepada 
Presiden tentang pengangkatan dan juga 
persetujuan tentang pemberhentian anggota 
yudisial,Mengajukan tiga orang hakim konstitusi. 
Dan dapat mengusulkan pemberhentian Presiden 
serta Wakil Presiden. 

 
Selanjutnya yaitu tugas dari MPR. 
MPR juga mempunyai tugas, seperti DPD dan DPR. 
Adapun tugas MPR, sesuai dengan UU pasal 3 ayat 
1, yaitu, Dapat mengubah serta menetapkan 
UUD,sebagai pelantik Presiden dan Wakil 
Presiden,dan bertugas dalam hal memberhentikan 
Presiden dan wakilnya pada masa jabatannya 
sesuai dengan UUD. 

 
Selain tugas, MPR juga mempunyai Hak, yaitu 
Memberi usul perubahan pasal UUD,Dapat 
menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan 
keputusan, 
Berhak memilih dan dipilih,Berhak membela diri,Hak 
Imunitas,Protokoler,Keuangan dan 
administrasi,Inilah sekilas tentang lembaga legislatif, 
mulai dari pengertiannya, tugas dan contohnya. 

 
 

Pembahasan 1) Kupas tuntas Praktik Legislatif di Indonesia 

wacana penundaan pemilu 2024 bergulir saat ini 

menuai kritikan dari berbagai pihak. Dalih 

menggunakan Covid-19 untuk menunda Pemilu 

dianggap tidak tepat mengingat pemulihan 

sudah mulai terjadi. menilai penundaan pemilu 
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melecehkan konstitusi (contempt of the 

constitution), menciderai amanat reformasi, 

memunggungi demokrasi, dan merampas hak 

konstitusional rakyat Indonesia, karena sangat 

terang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 22E ayat 

(1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan 

eksekutif dan legislatif selama 2 periode dan 

mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan 

dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Dan telah 

diperkuat juga melalui Pasal 22 Ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 

tahun sekali.  Jika hal ini dipaksakan maka 

konsekuensinya perlu dilakukan amandemen UU 

1945. 

2) Fungsi lembaga legislatif dalam kehidupan di 

masyarakat. 

 
Metodologi Pemateri menyampaikan materi dengan waktu yang 

telah ditentukan menggunakan cara menurut beliau 
paling efektif agar ilmunya dapat diterima dengan baik 
oleh peserta. 

 
Hari, tanggal  : Senin, 30 Mei 2022 
Waktu     :19.00 Wita –Selesai 
Durasi     : 30 menit 
Tempat       : Tco Coffee, Bangeris 
  
 

Sasaran Umum 

Alat dan bahan 
yang dibutuhkan 

PPT/PDF/Word 

Hasil yang diharapkan Diharpakan mampu membuka pengetahuan yang 
lebih luas mengenai dunia kelegislatifan di kalangan 
mahasiswa dan masyarakat. 

 

 
 

 

 


